Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan arsip secara

efektif dan efisien guna tercapainya pelaksanaan penyusutan
arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur
serta pertanggungjawaban perlu ditetapkan Jadwal Retensi Arsip
Provinsi Jawa Tengah;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan juncto Pasal 36 Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah
Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh
Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Arsip Nasional
Republik Indonesia;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna
dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507 1);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2015 Nomor
1, TambahanLembaran Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 75);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12  Tahun 2009
tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan
Non Kepegawaian;

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1257);

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1276);

10.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pedoman Retensi Arsip Keuangan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman
Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 622);

11.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan
Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 661);

12.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 663);

13.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 664);

14.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan  Rakyat
Urusan Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 668);

15.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2087);



16.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan
Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 117);

17.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat
Urusan Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 168);

18.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
173);

19.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 364);

20.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13  Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, Dan
Keamanan Urusan Persandian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 365);

21.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13  Tahun 2016
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);

22.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 18  Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pendidikan Dan
Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
876);

23.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 551);

24.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20  Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kependudukan Dan
Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 552);

25.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas  Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman
Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

26.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan Dan
Olah Raga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
195);

27.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat
Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);

28.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);



29.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2017
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1819);

30.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah,
Lembaga  Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi
Kemasyarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam

kegiatan pencipta arsip, dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki
nilai guna keejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan
dipermanenkan, yang telah diverifikasi baik secara langsung, maupun
tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang

berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang suatu jenis arsip
yang dimusnahkan atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai
pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis arsip
substantif beserta jangka waktu penyimpanannya, sesuai dengan nilai
kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif;

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip yang
dilakukan dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke
unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan
penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang berdasarkan pada kegunaannnya

bagi kepentingan pengguna arsip.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip
bagi kepentingan lembaga atau instansi pencipta arsip.

Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan
arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi lain dan/kepentingan
umum di luar lembaga/instansi pencipata arsip dan kegunaannya sebagai
bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban nasional.

Jenis arsip adalah arsip atau dokumen yang ditata sesuai dengan sistem
pemberkasan atau dikelola oleh suatu unit, sebagai hasil dari suatu
akumulasi yang sama atau proses pemberkasan, atau aktivitas yang
sama, memiliki suatu bentuk khusus, atau karena beberapa kaitan lain,
yang timbul karena penciptaan, penerimaan, atau penggunaannya.

Jangka waktu simpan (retensi) adalah jangka waktu penyimpanan yang
wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Jangka waktu simpan (retensi) aktif adalah masa simpan minimal suatu
jenis arsip pada unit pengolah. Jangka waktu simpan arsip aktif dihitung
sejak arsip diciptakan, penggunaan dan pemeliharaan, sampai
penyusutan.

Jangka waktu simpan (retensi) inaktif adalah masa simpan minimal suatu
jenis arsip pada unit kearsipan/pusat arsip. Jangka waktu simpan inaktif
dihitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif hingga selesai retensi
inaktifnya.

Musnah pada kolom “Keterangan” adalah keterangan yang menyatakan
bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu
penyimpanannya telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna
lagi.

Permanen pada kolom “Keterangan” adalah keterangan yang menyatakan
bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna
primer wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah/ provinsi
sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas dan
fungsi masing-masing.

BAB 1I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam
melaksanakan penyusutan arsip di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:
a. mewujudkan ketertiban serta keakuratan penyusutan arsip guna

menghindari terjadi pemusnahan arsip yang memiliki informasi penting; dan

b. memberikan panduan dalam pengelolaan arsip, terkait dalam melakukan

penafsiran yang terkoordinasi dan terpadu sejalan dengan dinamika
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



BAB III
JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 4

(1) Pemerintahan daerah wajib memiliki JRA.

(2) JRA terdiri dari:
a. Jadwal Retensi Fasilitatif; dan
b. Jadwal Retensi Substantif.

(3) JRA Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan
sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan Arsip
Fasilitatif.

(4)

(S)

(6)

JRA Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian; dan
b. Arsip Fasilitatif Keuangan.

JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan sebagai
pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip substantif.

JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi Arsip Urusan:
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. Pertanian;
. Perdagangan;

Perhubungan;

. Kelautan dan Perikanan;

Lingkungan Hidup;
Perindustrian;

. Pendidikan dan Kebudayaan;
. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Perencanaan Pembangunan;
Perpustakaan;

. Kehutanan;

Sosial;
Persandian;

. Pendidikan dan Pelatihan;

. Kearsipan;

. Kependudukan dan Keluarga Berencana;
. Kepemudaan dan Olahraga;

Bencana, Kecelakaan, dan Kondisi Bahaya;
Pengadaan;dan

Kepegawaian.

Pasal 5

(1) JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditentukan pada Jadwal Retensi
Arsip yang meliputi:

a.

Arsip Aktif, yang ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan
pertanggungjawaban di Unit Pengolah; dan



b. Arsip Inaktif, yang ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan
unit kerja terkait dan kepentingan Lembaga.

(2) Retensi Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung
sejak arsip diciptakan dan diregristrasi hingga selesai proses.

(3) Retensi Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung
sejak arsip selesai masa simpan aktifnya.

Pasal 6

(1) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) memuat
rekomendasi terhadap arsip berupa keterangan:
a. musnah;dan
b. permanen.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
pertimbangan sebagai berikut:
a. keterangan Musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi arsip
tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;dan
b. keterangan Permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna
kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 7
Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal
6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur

yang berkaitan dengan Jadwal Retensi Arsip dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan Gubernur ini.

BAB YV
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.



BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Jadwal
Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 81); dan

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Jadwal
Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2020
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd

PRASETYO ARIBOWO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 63
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